BUPATI JEMBER

PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 56 TAHUN 2014

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL GURU DI KABUPATEN JEMBER

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas guru di

Kabupaten Jember, agar memiliki kompetensi melaksanakan
kegiatan pendidikan di tingkat dasar dan menengah perlu
mengatur dan menetapkan Standar Operasional Dan Prosedur
Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru Di
Kabupaten Jember.

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 40 Tahun 2010 ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5121);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4263 ), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164 );

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomorl65, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2009 tentang Rumpun
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
235);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan
Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;

Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala
Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor
14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan
Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010
tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Guru dan Angka
Kreditnya;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011
tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun
2013 tentang Perumusan Standar Kompetensi Teknis Pegawai
Negeri Sipil;

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah
Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember
Tahun 2008 Nomor 14);



Menetapkan

16.

17.

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember (Lembaran
Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 15),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2012 (Lembaran Daerah
Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 6);

Peraturan Bupati Jember Nomor 64 Tahun 2008 tentang
Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Badan Kepegawaian
Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun
2008 Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL DAN

PROSEDUR PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
GURU DI KABUPATEN JEMBER.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat
kabupaten sebagai unsur penyelenggara pemerintah kabupaten.

. Kabupaten adalah Kabupaten Jember.
. Bupati adalah Bupati Jember.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat

SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Jember.

. Standar Operasional dan Prosedur, yang selanjutnya disingkat

SOP adalah serangkaian instruksi yang dibakukan mengenai
berbagai  proses penyelenggaraan  aktivitas  organisasi,
bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa
dilakukan.

. Jabatan Fungsional Guru adalah jabatan fungsional yang

mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan
wewenang untuk melakukan kegiatan pendidikan pada
pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar dan
pendidikan menengah yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

. Tim Penilai Angka Kredit Kabupaten adalah tim yang dibentuk

dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka
kredit dan bertugas menilai prestasi kerja Guru.

. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan

dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus
dicapai oleh seorang Guru dalam rangka pembinaan karier
kepangkatan dan jabatannya.



9.

10.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah
profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintahan
dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.

Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah
warga mnegara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,
diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat

Pembina Kepegawaian untuk menduduki Jabatan
Pemerintahan.
BAB II
TUJUAN
Pasal 2

SOP Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru
bertujuan untuk meningkatkan kompetensi PNS.

Peningkatan kompetensi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan mempertimbangkan Integritas dan
Moralitas.

SOP Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru
bertujuan membuat pedoman bagi penyelenggaraan kegiatan
Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru.

Terlaksananya kegiatan Penetapan Angka Kredit Jabatan
Fungsional Guru yang efektif dan efisien dengan tetap mengacu
pada peraturan perundang-undangan.

Tersedianya informasi dan persepsi yang sama mengenai
standar prosedur pada setiap proses dalam pelaksanaan
kegiatan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup SOP Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional
Guru meliputi :

a.

b.

seluruh PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Guru
dilingkungan Pemerintah Kabupaten;

tim penilai Angka Kredit Kabupaten;

verifikasi dan penilaian Berkas Pengajuan Angka Kredit Jabatan
Fungsional Guru; dan

penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru.



BAB IV
ANGGARAN
Pasal 4

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Peraturan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten.

BAB YV
PENUTUP
Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
Pada tanggal 1 Desember 2014

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH

TANGGAL 1-12-2014 NOMOR 56

KABUPATEN JEMBER BUPATI JEMBER,

ttd

MZA DJALAL



